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Abstrak
Kecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan sistem politik. Artinya, sistem
politik yang otoriter-represif akan menciptakan tatanan hukum yang represif pula; sistem politik
yang demokratis-partisipatif akan membuahkan tatanan hukum yang otonom atau responsif.
Kecenderungan fatanan hukum yang represif, otonom, dan responsif ini juga terjadi di negara
negara developmentalis seperti Indonesia. Setelah era reformasi negara-bangsa ini mengalami
proses belajar demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi dalam berbagai kehidupan
bernegara-bangsa (Lihat: Nurhadiantomo, 2003). Perubahan yang memperkuat kemandirian
kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim tersebut merupakan perubahan struktural, yang
dapat menjadimodal awal dalam pengembangan kultural, yaitu peningkatan karakter budaya
hukum dalam lembaga peradilan kita. Karena hakim secara fungsional merupakan pelaku utama
dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan melalui pengembangan wawasan dan
pendidikan karakter hakim berkaitan dengan makna serta tujuan hukum, yang pada gilirannya
akan mewujudkan budaya hukum dengan kualitas yang memadai. Hakim harus memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
(Pasal 32 UU Nomor 4 Tahun 2004). Profesional dan berpengalaman di bidang hukum,
merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi. Tetapi ada persyaratan lain yang lebih
mendasar, yaitu integritas kepribadian yang tinggi atau kejujuran (istigomah), jika sikap, tindakan,
dan aktivitasnya dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari dilandasi sebagai ibadah.
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I. PENDAHULUAN

Kecenderungan tatanan hukum tergantung dari perkembangan
sistem politik. Artinya, sistem politik yang otoriter-represif akan
menciptakan tatanan hukum yang represif pula; sistem politik yang
demokratis-partisipatif akan membuahkan tatanan hukum yang otonom
atau responsif. Kecenderungan tatanan hukum yang represif, otonom,
dan responsif ini meminjam konsep Nonet dan Selanick (1978) untuk
perkembangan hukum negara termasuk negara developmentalis seperti
Indonesia. Setelah era reformasi negara-bangsa ini mengalami proses
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